
 
 
 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018 

Tentang 
Tenggang waktu pengajuan kasasi perkara perdata  

Pemohon : H. Husin Syahendra dan Nurhayati 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung (UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 

Amar Putusan : Dalam Provisi 

Menolak permohonan provisi para Pemohon; 

Dalam Pokok Permohonan 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya  

Tanggal Putusan : Rabu, 30 Januari 2019 

Ikhtisar Putusan :  
 

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohona Pemohon adalah 
pengujian konstitusional undang-undang, in casu in casu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon adalah perorangan 
warga negara Indonesia. Para Pemohon telah terlambat mengajukan memori kasasi yang 
mengakibatkan pengajuan kasasi para Pemohon tidak dapat diterima dan berkas perkara para 
Pemohon tidak dikirim ke Mahkamah Agung meskipun para Pemohon telah mengajukan kasasi 
dan telah membayar biaya perkara permohonan kasasi. dengan demikian terlepas dari terbukti 
atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU MA, para Pemohon menganggap 
berlakunya pasal a quo telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Lebih dari itu, 
Mahkamah juga telah mendapatkan korelasi adanya hubungan sebab akibat antara kerugian 
hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU MA. Yaitu apabila 
permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, kerugian konstitusional para Pemohon 
dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo 

Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon, tidak terdapat alasan yang kuat bagi 
Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan tersebut, mengingat penundaan 
keberlakuan pasal dari undang-undang tertentu oleh Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam 
hal-hal yang sifatnya sangat khusus dan mendesak yang jika Mahkamah tidak mengabulkan 
dapat menimbulkan kerugian konstitusional seketika itu juga bagi pemohon. Selain itu, oleh 
karena permohonan provisi para Pemohon berkait langsung dengan pokok permohonan 



sehingga harus diperiksa bersama-sama dengan pokok permohonan a quo, maka putusan 
provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa para Pemohon mendalilkan kesempatan mendapatkan kepastian hukum 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu untuk perkara perdata di 
tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi. 
terhadap dalil tersebut, dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan 
adalah lebih pada kebenaran formil. Mahkamah Agung sebagai judex juris, sebagaimana 
secara implisit diatur dalam Pasal 30 UU MA, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal-hal 
yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk di dalamnya menilai 
tidak adanya kewenangan yang melampaui batas dan adanya kelalaian syarat-syarat yang 
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh judex facti. Oleh karenanya memori kasasi 
merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, 
mengingat alasan-alasan permohonan kasasi adalah merupakan substansi yang menjadi dasar 
bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat alasan-alasan 
tersebut di atas. Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk 
menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan 
permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra 
memori kasasi diatur secara limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MA. 
Semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya bertujuan untuk segera 
mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sebab permohonan kasasi 
pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh judex facti akan 
tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat formal yang merupakan satu rangkaian sejak 
perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara 
diperiksa pada tingkat kasasi. 

Bahwa syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan 
tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang 
mendasar mengingat di dalam syarat-syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan 
hukum acara merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses 
perlakuan yang adil dalam berperkara. Sehingga dengan demikian permasalahan prosedur 
permohonan kasasi, baik waktu pengajuan untuk menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian 
menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi dan mempelajari memori kasasi oleh 
termohon kasasi (inzage) serta menyerahkan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi 
adalah satu rangkaian persyaratan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh 
dilanggar, baik waktu maupun tahapan-tahapannya. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan 
alasan-alasan tersebut di atas UU MA menegaskan bahwa terhadap permohonan kasasi yang 
tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima. 

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 47 ayat (1) UU MA 
memperlakukan diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para 
Pemohon harus dikesampingkan. Sebab, sesungguhnya pembatasan waktu pengajuan memori 
kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1)  dan ayat (3) UU 
MA justru memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi  dan 
kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sehingga dengan demikian 
penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. Penegasan Mahkamah ini sekaligus pula menjawab argumentasi para 
Pemohon yang juga mendalilkan bahwa kesempatan mendapatkan kepastian hukum 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu untuk perkara perdata di 
tingkat kasasi, tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi, 
karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas pembatasan 
tenggang waktu baik dalam mengajukan permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi 



oleh pemohon kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya 
permohonan kasasi kepada termohon kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra 
memori kasasi justru memberikan jaminan kepada para pihak adanya kepastian hukum 
sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karena itu terhadap dalil 
para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan juga. 

Bahwa pemohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) 
sepanjang frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang 
dimaksud dicatat dalam buku daftar” UU MA tidak beralasan menurut hukum.  

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan 
dengan amar putusan: 

Dalam Provisi 

Menolak permohonan provisi para Pemohon 

Dalam Pokok Permohonan 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 

 
 

 

 

 


